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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagai suatu Negara hokum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan 

dan catur penegak hukum. Seperti juga halna dengan alat-alat kekuasaan Negara 

lainya. Kejaksaan Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka 

pembangunan nasiaonal semesta berecana untuk menuju tercapainya masyarakat 

adil makmur bersama berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosial Indonesia 

guna memenuhi aanat penderitanya rakyat. 

Karena Negara Repblik Indonesia adalah Negara hukum . Maka segala 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan semuanya ditunjukan untuk 

mengunjungi tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Lambat laun 

dirasakan perlu nutuk mengadakan konsuludasi dalam tugas dan organisasi 

kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi 

sebagai alat revolusi diantara alat-alat Negara dan penegak-penegak hkum 

lainnya Yang dimaksud ialah konsilidasi berupa penampungan dala suatu 

undang-undang yang merupakan pegagang yang tegas dan cukup jelas bagi 

kejaksaan dalam menunaikan tugasnya.1 

Penegakan hukum dalam No. 32. Tahun 2009 sebagai termaktub dalam 

Pasal 1 (2) yaitu salah satu upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 4 langkah 

penegakan hkum yaitu : 1. Penegakan Hukum adminitrasi, 2 Penyelesaian 

1 Anggota IKAPl No. 22/JTE, KIT AB UNDANG UNDANG ACARA PIDANA 
(KUHP) No. 8 Tahun l 98 l, Aneka Ilmu Semarang. 

1 

makmur bersama berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosial 

memenuhi aanat penderitanya rakyat. 

Karena Negara Repblik Indonesia adalah Negara hukum 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan semuanya ditunjukan 

mengunjungi tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. 

dirasakan perlu nutuk mengadakan konsuludasi dalam tugas dan 

aksaan sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan 

alat revolusi diantara alat-alat Negara dan penegak-penegak 

Yang dimaksud ialah konsilidasi berupa penampungan 

undang-undang yang merupakan pegagang yang tegas dan cukup 
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sengketa diluar pengadilan, 3. Penyelesaian sangketa melalui pengadilan (gugatan 

perdata), 4. Penegakan hukum pidana dengan melakukan penyelidikan atas 

tindakan pidana lingkungan. 

Langkah-langkah yang hams diambil ialah memacu kesadaran dan 

kepatuhan hukum masyarakat dan aparat penegak hukum dan mengefektifkan 

pelaksanaan hukum (Law Enforcement) baik secara preventis maupum represif. 

Salah satu langkah ialah Pelaksanaan Pemerintah (Pasal 80 ayat ( 1) yaitu 

penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, 

penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan sebagainya. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Karya ilmiah penulis buat dengan judul "Peranan Jaksa Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dalam UU Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolaan Lingkungan Hidup". 

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya 

ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain 

· tidak terjadi kesalahpahaman atas judul yang diajukan penulis akan 

enjelaskan kata perkata yaitu : 

l. Peranan iartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada sesuatu badan 

karena tudas dan fungsinya. 

Jaksa adalah alat Negara penegak hukum yang terutam bertugas sebagai 

penuntut umum. 

2 

langkah (Pasal ayat 

penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana 

penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan sebagainya. 

Pengertian dan Penegasan Judul 

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas 

penelitian. Karya ilmiah penulis buat dengan judul "Peranan 

Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dalam UU 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolaan Lingkungan Hidup". 

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami 

nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari 
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